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Abstrak 

Tujuan: untuk mengetahui pelaksanaan Perda Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 
Desa dan Perda Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan menganalisis 
faktor- faktor yang berperan. Metode Penelitian hukum normative-empiris, dengan 
tipe penelitian hukumnya  bersifat kualitatif. Populasi dan sampel penelitian 
adalah 20 orang responden yang terdiridari Aparat Pemerintah Desa,. Dalam 
penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara 
dan telaah kepustakaan, yang kemudian di analisis secara kualitatif dan di dukung 
dengan analisiss kuantitatif untuk kemudian dilakukan pembahasan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda  No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil 
Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi 
Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai belum efektif sehingga aspek pemerataan 
dan keadilan berdasarkan potensi desa tidak terpenuhi. Belum efektifnya 
pelaksanaan kedua perda tersebut, dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 
substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Rekomendasi: Pemerintah 
kabupaten Sinjai perlu mengkaji dan mengevaluasi kembali kedua perda tersebut 
sehingga pemerintah daerah mempunyai acuan yang jelas dalam 
mengimlementasikannya dan tidak menjadi blunder kepada pemerintah daerah di 
kemudian hari 
Kata kunci: Implementasi, Bagi hasil, Pajak, Daerah, Desa. 

1. Pendahuluan 
Mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi 
luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 
masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu 
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah 
dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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 Desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, telah memberikan 
kewenangan kepada daerah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan-
kebijakan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta amanat peraturan 
perundang-undangan yang ada,  melalui berbagai produk hukum daerah, baik 
Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, 
wewenang, kewajiban dan tanggungjawab serta atas kuasa peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan 
antara lain dalam Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, dan 
ketentuan lainnya yang bersifat mengatur dan diundangkan dengan 
menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Kebijakan Daerah yang dimaksud 
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah lainnya. 

Luasnya kewenangan yang dimiliki daerah menyebabkan daerah 
berupaya untuk menyusun dan menetapkan Perda untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Attamimi dalam Ruslan 
kedudukan Perda sangat penting karena Perda bukanlah sekedar pelaksanaan 
fungsi negara dalam bidang pengaturan tetapi peraturan perundang-undangan 
(termasuk Perda) merupakan metode dan instrumen ampuh yang tersedia 
digunakan untuk memodifikasi penghidupan dan kehidupan masyarakat menuju 
cita-cita yang diharapkan. Perda diharapkan mendukung efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan otonomi daerah, terutama hubungan antar susunan Pemerintahan 
dan antar Pemerintahan Daerah, hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras.  
            Di hampir semua Kabupaten/Kota, semangat untuk menyusun dan 
menetapkan Perda semakin besar di era Otonomi Daerah, terutama untuk 
memperkuat keuangan daerah, terlebih lagi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000, disebutkan bahwa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak perlu 
mendapat pengesahan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah diberi kebebasan 
untuk menetapkan pajak dan retribusi dalam bingkai hukum.  

Di balik besarnya semangat daerah untuk merancang dan mengesahkan 
Perda, terdapat berbagai masalah dalam perancangan dan pelaksanaan  Perda ini.. 
Hal lain yang menjadi permasalahan adalah banyak Perda tidak 
diimplementasikan dengan baik, yang disebabkan oleh kebiasaan untuk membuat 
dan menetapkan berbagai jenis perda yang tidak diikuti dengan evaluasi dan 
pengawasan atas pelaksanaannya.     

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 2003-
2012 telah menetapkan 156 buah Perda. Sebanyak 42 buah Perda adalah Perda 
yang terkait dengan Pendapatan Daerah, dan selebihnya terkait dengan 
perencanaan, organisasi dan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat serta 
keuangan daerah.   



 

 
 
 
 
 
 
 

AL-AHKAM Jurnal Hukum Pidana Islam 
 

Al-Ahkam 
Jurnal Hukum Pidana Islam 
Volume 3, No. 1, 2021 
ISSN (print) : 2654-7937 
ISSN (online) : 2715-0313 
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index 
 

Khusus dalam upaya meningkatkan penerimaan dan pendapatan desa 
secara adil dan merata serta berbasis potensi desa, maka otonomi yang dimiliki 
oleh desa dan dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah 
ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Oleh 
karena itu, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang 
diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang-
undangan  dapat  diserahkan kepada Desa. 

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan 
masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas Pendapatan 
Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, 
bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
Kabupaten/Kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah 
pendapatan dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumberpendapatan yang 
berasaldaribagihasilpajakdaerahdanretribusidaerahdiberikankepadadesa paling 
sedikit 10% (sepuluhperseratus) 
diluarupahpungutdanbagiandaridanaperimbangankeuanganpusatdandaerah yang 
diterimaolehKabupaten/Kota diberikankepadaDesa paling sedikit 10% 
(sepuluhperseratus) , Sebagaimana daerah Kabupaten/Kota lain di Indonesia, 
Kabupaten Sinjai berusaha untuk memperkuat Otonomi Desa melalui pemberian 
dana bagi hasil dari pajak dan rertibusi yang diterima oleh daerah kepada Desa, 
dengan memperhatikan azas keadilan dan pemerataan, potensi serta peraturan dan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.  
  Upaya memperkuat Otonomi Desa melalui pemberian dana bagi hasil ini, 
diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) buah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai, 
masing-masing  Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa (Perda No. 3/2006), dan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bagi Hasil Retribusi 
Kabupaten kepada Desa (Perda No. 4/2006).  

Kedua Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 212 ayat (3) yang 
berbunyi “Sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Kabupaten/ Kota”.  

Selanjutnya, Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Pasal 2 A ayat (2), ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5), Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Pasal 78, Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Pasal 15, serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Pasal 68 ayat (1)b, c) 
yang menyatakan bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling 
sedikit  10% (sepuluh persen) bagi Desa serta hasil penerimaan jenis Retribusi 
tertentu daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa yang ditetapkan 
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lebih lanjut dengan Perda dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam 
penyediaanlayanantersebut. 

        Penetapan kedua perda tersebut diatas oleh pemerintah daerah 
dimaksudkan untuk memastikan pemberian dana bagi hasil pajak dan retribusi 
kepada desa untuk pembinaan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 
daerah bawahan dengan metode pengelolaan secara lansung diserahkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sinjai kepada Desa. Pemberian bagi hasil penerimaan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten kepada Pemerintah Desa juga 
diharapkan dapat membantu pembiayaan kebutuhan Desa dalam rangka 
pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. 

Kedua Peraturan Daerah ini juga memiliki arti yang sangat strategis, 
tidak hanya karena melalui Perda ini terdapat potensi penerimaan dan pendapatan 
baru bagi desa yang merupakan hak desa, dan secara yuridis telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah kedua 
Perda ini memiliki aspek filosofis, khususnya potensi kebijakan nyata 
mewujudkan pemerataan, keadilan berdasarkan potensi masing-masing  Desa.  

Namun demikian, seperti halnya dengan banyak fenomena umum 
produk hukum daerah di Indonesia sering terjadi kelemahan dalam 
mengimplemetasikannya, yang disebabkan oleh lemahnya substansi hukum, 
struktur hukum dan budaya hukum. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bagi Hasil Pajak Kabupaten 
kepada Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Bagi Hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa, setelah tiga tahun 
ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, pelaksanaan kedua Perda ini masih 
menghadapi berbagai masalah dan tantangan.  

Beberapa indikasi atas masalah tersebut adalah munculnya keluhan dan 
ketidakpuasan sejumlah pihak atas implementasi kedua Perda ini. LSM Bersatu 
Sinjai dalam pengaduannya kepada DPRD Kabupaten Sinjai pada tanggal 12 Juli 
2012 antara lain menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada 
Desa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Notulen Rapat DPRD Sinjai, 12 Juli 
2012) . Selain itu, dalam Surat Ketua APDESI (Assosiasi Pemerintah Desa) 
Kabupaten Sinjai kepada Bupati Sinjai yang ditembuskan kepada  Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai pada tanggal 5 Agustus 2012 meminta agar 
Bupati Sinjai menata ulang pembagian dana Bagi Hasil Pajak dan dana Bagi Hasil 
Retribusi di Kabupaten Sinjai. 

 Fenomena keluhan dan ketidak puasan beberapa pihak atas implementansi 
Perda ini, menarik untuk diteliti dari aspek hukum, karena permasalahan ini erat 
kaitannya dengan hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta 
memiliki pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan pemerintah   Daerah. 
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Sehubungan uraian tersebut maka penulis menuangkan dalam bentuk 
tesis dengan judul : “Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sinjai”.  
2.  Metode penelitan 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai dengan pertimbangan 
bahwa sejak tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai merupakan 
Kabupaten/Kota pertama di Sulawesi Selatan yang telah mengesahkan paket 
Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian bagi hasil pajak daerah dan 
bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa  
Kabupaten Sinjai ini terdiri atas 9 (sembilan) Kecamatan definitif dengan jumlah 
Kelurahan sebanyak 12 buah dan 67 buah Desa. 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda  No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak 

Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi 
Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai. 

2. Untuk mengetahui faktor yang berperan terhadap pelaksanaan Perda  No. 
3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 
Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai. 

3. Hasil penelitian dan pembahasan 
Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

kegunaan  sebagai berikut : 
3.1 Manfaat Akademik 
a. Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata 
Pemerintahan khususnya pada kajian Perda Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Bagi Hasil  Retribusi Daerah Kepada Desa. 

b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang 
mempunyai kesamaan minat terhadap kajian Perda Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Bagi Hasil  Retribusi Daerah kepada Desa. 

3.2.Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam mengambil kebijakan dalam 
pelaksanaan Perda  No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan 
Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten 
Sinjai. 

Perda  No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Perda No. 4/2006 
Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sinjai akan diuraikan dengan 
membandingkan antara materi muatan dari kedua peraturan daerah tersebut 
dengan pelaksanaannya di Kabupaten Sinjai. 

Materi perundang-undangan tersebut pada hakekatnya adalah keputusan 
tertulis pejabat yang berwenang (legislatif maupun eksekutif) yang materi 
muatannya berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum, oleh 
sebab  itu sudah seharusnya seluruh materi yang tertera dalam kedua Perda 
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Pasal 
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3 Perda  No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa, dan Perda 
No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa, menegaskan 
bahwa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa 
untuk kepentingan pembinaan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 
daerah bawahan, Pemerintah Kabupaten memberikan bagi hasil penerimaan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola langsung oleh Kabupaten kepada 
Desa.  

Berdasarkan ketentuan kedua produk hukum sebagaimana yang telah 
diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai wajib untuk 
mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam 
APBD Kabupaten Sinjai kepada Desa setiap tahun anggarannya. Ketentuan 
besaran bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi hasilkan kepada 
Desa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari penerimaan bruto. Bagian Desa 
sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Desa 
penghasil, dan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk semua Desa. Dana 
bagian Desa sebagaimana dimaksud oleh Pemerintah Kabupaten yang 
dianggarkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran.Dimana penggunaan bagian 
Desa ditetapkan sepenuhnya oleh Desa yang bersangkutan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. 

Untuk mengetahui pelaksanaan dari kedua Perda ini, dapat dilihat pada 
kepatuhan pelaksanaan terhadap seluruh materi hukum yang diatur di dalamnya. 
Pada kedua Perda tersebut telah ditetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai 
wajib memberikan dana bagi hasil kepada desa  dan selanjutnya ditetapkan pula 
bahwa Desa berhak mendapatkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah dari Kabupaten.  

Hasil observasi  dan telaah dokumen menunjukkan bahwa Pemerintah 
Kabupaten Sinjai telah melaksanakan kedua Perda ini dengan mengalokasikan 
dana bagi hasil kepada desa di Kabupaten Sinjai. Alokasi tersebut tercermin pada 
APBD Kabupaten Sinjai setiap tahun sejak Tahun Anggaran 2007.Namun 
demikian, telaahan sejumlah dokumen memberikan gambaran bahwa pelaksanaan 
bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut belum sepenuhnya 
berdasarkan Perda yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan Perda  No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah 
kepada Desa, dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 
Desa menegaskan bahwa 10% dari penerimaan bruto baik pajak maupun retribusi 
daerah menjadi dana bagi hasil untuk seluruh desa di Kabupaten Sinjai, dan 
pembagiannya dilakukan seharusnya secara proporsional berdasarkan kategori 
penghasil dan bukan penghasil .Desa penghasil mendapatkan 25 % dan selebihnya 
75 % dibagi rata diseluruh desa di Kabupaten Sinjai. Secara umum Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sinjai telah menerapkan secara formal kedua perda tersebut 
namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang ada. 
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Untuk mengetahui pelaksanaan Perda  No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak 
Daerah kepada Desa, dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah 
kepada Desa tersebutSimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka disimpulkan sebagai 
berikut: 

1) Pelaksanaan Perda  No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 
Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 
Desa di Kabupaten Sinjai belum efektif pelaksanannya. Namun demikian 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai secara umum telah menerapkan 
secara formal kedua peraturan daerah tersebut, walaupun dalam 
pelaksanaannya masih terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan 
tata cara pembagiannya sehingga aspek pemerataan dan keadilan 
berdasarkan potensi desa penghasil pajak daerah dan retribusi daerah tidak 
terpenuhi.  

2) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan 
pelaksanaan kedua Perda ini antara lain Substansi hukum, struktur hukum 
dan budaya hukum.  
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